UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek Rl No. 627/E/O/2022

JI. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas
Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921
E-mail : contact@ipwija.ac.id https://ipwija.ac.id

© ® € © unvERSITAS IPWIA

No. : 109/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023
Perihal : Edaran Pengabdian kepada Masyarakat
Lampiran |-

Kepada Yth.

Bapak/lbu Dosen Tetap
Universitas IPWIJA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dimulainya semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, perlu

diingatkan kembali tentang salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yaitu
melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Berkenaan dengan hal itu maka disampaikan:

Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Peneliti yang telah merespon Surat Edaran Kepala
LP2M No.043/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Kegiatan
Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan aktif melaksanakan Pengabdian kepada
Masyarakat baik secara incidental maupun terjadwal yang ditugaskan oleh LP2M.

Dosen diharapkan aktif mendukung agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang telah
disusun oleh LP2M.

Dosen diharapkan aktif menginformasikan kepada LP2M mengenai kebutuhan dan atau
permintaan masyarakat yang dapat dijadikan sarana Pengabdian kepada Masyarakat
dengan mengajukan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dosen diharapkan siap setiap saat ketika ditugaskan oleh LP2M untuk melaksanakan
Pengabdian kepada Masyarakat.

Dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat segera
membuat laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dosen bersedia mendiseminasikan/memaparkan temuan Pengabdian kepada Masyarakat
sesuai Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun pada kegiatan yang
dijadwalkan oleh LP2M UNIVERSITAS IPWIA.

Demikian edaran ini disampaikan dan terima kasih.

Jakarta, 4 September 2023

Dr. Ir.

Titing Widyastuti, M.M.

Kepala LP2M Universitas IPWIJA

Tembusan : Rektor Universitas

Wakil Rektor 1
Wakil Rektor 2



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH :
REPUBLIK INDONESIA
JI. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : B/PU.04/508 /DPDRI/XI1/2023 Jakarta, 24 November 2023
Sifat . BIASA

Lampiran -

Perihal : Permohonan sebagai Narasumber

Dalam Kegiatan Finalisasi Komite IV DPD RI

Kepada Yth.

Inti Nuswandari, S.E., M.M.

Dosen Universitas IPWIJA Jakarta
di

Jakarta

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komite IV mengenai kegiatan Finalisasi
Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
bersama ini kami mengundang Ibu untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan
dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu s.d. Selasa, 26 s.d. 28 November 2023

Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai

Tempat : ASTON Serang Hotel & Convention Center
JI. Syekh Nawawi Al Bantani 29, Serang, Banten

Agenda : Efektivitas UIndang-Undang HKPD dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak dan Retribusi
Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon konfirmasi kehadirannya
pada acara dimaksud. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat
Komite IV DPD RI, dengan alamat Gedung B Lantai 1 DPD R, JI. Jend. Gatot Subroto
No. 6, Jakarta telepon (021) 5789758.

Demikian, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

/" Kepala Bagian Set. Kopite IV,

Tembusan Yth.
Kepala Biro Persidangan Il Setjen DPD RI.
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No. : 156/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023

Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi
Lampiran -

Kepada Yth.

Samekto Ambinonuso
Kepala Bagian Set. Komite IV
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Sekretariat Jendral DPDRI
No.B/PU.04/508B/DPDRI/X1/2023 tanggal 24 November 2023, yaitu akan diadakannya
kegiatan, dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala Unit LP2M Prodi Manajemen
Universitas IPWIJA menugaskan:

Inti Nuswandari., S.E., M.M. (NIDN: 0319067501)
Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Minggu s/d Selasa, 26 s/d 28 November 2023

Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Aston Serang Hotel & Convention Center
J1. Syekh Nawawi Al Bantani 29, Serang, Banten

Tema :“Efektivitas Undang-Undang HKPD dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak dan Retribusi
Daerah.”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan
Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas [IPWIJA).Mohon bantuan
penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan
laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.
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Jakarta, 2'5 November 2023 _Mengetahui,
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Rochmad Fadjar Darmanto, S.E, M.M. Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M.
Kepala Unit LP2M Prodi Manajemen Kepala LP2M Universitas [PWIJA
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DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
“ DIBERIKAN KEPADA : Inti Nuswandari, SE., UM
seBAcAal: NARASUMBER

Dalam Kegiatan

FOCUS GROUP DISCUSSION KOMI'TE IV DPD RI

DENGAN TEMA: )
“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD DALAM N
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH"”

Banten, 27 November 2023

PIMPINAN KOMITE IV DPD RI




EFEKTIVITAS UU NO. 1/2022 TENTANG HKPD
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UNDANG
UNDANG

Inti Nuswandari, MM/Dasen Universitas IPWIJA Jakarta

Banten, 27 November 2023



Pajak Memiliki Peranan Penting Dalam Penerimaan
Negara

o Peranan pajak sangat dominan sebagai postur penerimaan
negara dalam APBN,;

o Sistem Perpajakan Self Assessment

o Ketetapan pajak bersifat Executorial, yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

o Pajak tidak sekedar kewaiiban, tetapi lebih merupakan
hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam
membangun negara.




Postur Penerimaan Negara dalam APBN

Undang-undang APBN;

o Postur Penerimaan Negara meliputi :
= Penerimaan Perpajakan :

= Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
Penerimaan dari Kementerian/Lembaga meliputi :
Penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Laba BUMN, PNBP
Lainnya.

= Hibah:
- Hibah dari Luar Negeri;

- Hibah dari Pemerintah Daerah



REALISASI Penerimaan Perpajakan

SUMBER : Realisasi Penerimaan Negara (2018 sd 2022) & Rencana
Penerimaan Tahun 2023.

Tahun

2018
2019
2020
2021
2022
2023

Penerimaan
Dalam Negeri

2

1.928.110
1.955.136
1.628.950
1.733.042
1.845.556

2.462.615

Penerimaan
Perpajakan
3

1.518.789
1.546.141
1.285.136
1.375.832
1.510.001

2.021.223

4 (3:2)

78,77
79,08
78,89
79,38
81,82

82,07



REALISASI APBN 2023

Uraian
S-d- 31 JULI i . Perpres % thd S Real
(triliun rupiah) 98/2000 Popres O apgy  Realisasi Gowh .0 %thd  Growth
Semester| (%) APBN (%)

98/2022 uli
A. PENDAPATAN NEGARA 22662 684 504 24630 14079 54) 16148 656 41!
PENDAPATAN NEGARA . Penerimaan Perpajakan 17880 680 538 20212 11056 541 12589 623 37|
A4,1% (yoy) 1. Penerimaan Pajak 14850 693 588 17180 9702 99! 11091 646 78]

’
2. Kepabeanan & Cukai 2990 619 31,1 3032 1354 (188) 1498 494  (19,1)
E BELANJA NEGARA II. PNBP 4816 700 392 a4 3021 5,5} 355 806 54
A1,2% (yoy) B. BELANJA NEGARA 31064 465 56 30612 12557 09, 14612 477 1.2
. Belanja Pemerintah Pusat ~ 2,30L,6 448 82 22465 8916 1,6i 10204 454 (10)
SURPLUS APBN 1. Belanja KIL ss8 519 (107) 10008 4172 59 4930 493 05
Rp153,5T 2. Belanja non-K/L 13559 399 339 12456 4744 (1,9)i 5274 423 (2,4)i
(0,72% PDB) Il Transfer Ke Daerah 8048 514 (05 8147 3641 (10} 4409 541 66
C. KESEIMBANGAN PRIMER 4344 (729) 3207  (1568) 3682 320! 3945 (251,7) 246!
KESEIMBANGAN PRIMER | |
Rp394,5T D. SURPLUS/(DEFISIT) (840,2)  (12,7) 131,7  (598,2) 1523 66,9, 1535 (257) 440,
' ; :
% thd PDB (4,5) 284 071 L 072 !
SILPA E. PEMBIAYAAN ANGGARAN 840,2 235 (56,00 5982 135, (14,a)§ 1639 274 (17,0)!
] SILPA/(SIKPA) : . i
= (Semester I: Rp287,3 T) mmm Perkiraan PDB Nominal 2023: Rp21.3286T . TTTmTmmmmmmmmmmTmTT -

Sumber: kementerian Keuangan



Sistem Perpajakan di Indonesia

o Pada awalnya pengaturan perpajakan di Indonesia menganut system Offical /
Government Assessment, dimana Waijib Pajak baru terutang pajak setelah
pemerintah menetapkan besarnya paijak terutang;

o Setelah reformasi perpajakan dan diberlakukannya UU Formal Perpajakan vaitu
UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),
sistem perpajakan berubah menjadi SELF ASSESSMENT, yaitu Pemerintah
memberikan kepercayaan penuh kepada Waijib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan sendiri besarnya pajak terutang, membayar dan melaporkan
melalui mekanisme Laporan SPT (Surat Pemberitahuan);

o Apabila Pemerintah meragukan kebenaran Laporan SPT, setelah dilakukan
pemeriksaan akan diterbitkan KETETAPAN PAJAK.



KETETAPAN PAJAK

(Output Permeriksaan Pajak)

sanksi kepada Waijib Pajak yang tidak melaporkan pajak terutang melalui
SPT dengan benar. Ketetapan Pajak dibedakan :

o Surat Ketetapan Paiak (SKP) - berkaitan dengan pokok pajak, vaitu
berupa :

SKP KB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)

SKP KBT (Surat Ketetapan Paiak Kurang Bayar Tambahan)

SKP N (Surat Ketetapan Paijak Nihil); atau

SKP LB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar);

o Surat Tagihan Paiak (STP) - berkaitan dengan sanksi administrasi
pajak berupa bunga dan/atau denda;

o Tindak Pidana Pepaiakan -> dianggap merugikan keuangan negara



Penetapan & Ketetapan Pajak
Bersifat EXECUTORIAL

o Psl. 9 ayat (3) UU KUP

Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT) harus dilunasi dalam jangka waktu 1
bulan sejak tanggal diterbitkan

o Psl 25 ayat (7) & Psl 27 ayat (5a), UU KUP

Walaupun dalam proses mengajukan upaya hukum Keberatan
atau Banding atas ketetapan paiak, Waijib Pajak tetap harus
melunasi pajak terutang.



Pajak Tidak Sekedar Kewajiban
Tetapi Juga Merupakan Hak

Terdapat HAK atas pembayaran bagi :
« Wajib Pajak / Pembayar Pajak; dan

+* Pemerintah Daerah



HAK
Wajib Pajak (Pembayar Pajak)

Hak Waiib Pajak / Pembayar Pajak

O

(©)

Sistem perpajakan Indonesia_adalah “SELF ASSESSMENT?”, oleh
karena itu apabila Laporan SPT Waijib Pajak menyatakan Lebih Bayar
dan mengajukan pengembalian paiak (RESTITUSI), maka Pemerintah
harus memproses pengembalian paiak tersebut;

Apabila dalam waktu 12 bulan pemerintah tidak merespons
permohonan restitusi, maka permohonan restitusi Waub Pajak
dianggap dikabulkan;

Demikian j {uga apabila Waijib Pajak mengajukan KEBERATAN atas
surat kete aoan paiak, apabila dalam waktu 12 bulan pemerintah tidak
merespons keberatan, maka permohonan keberatan Waijib Pajak
dianggap dikabulkan (Pasal 26 ayat 1)



HAK
Pemerintah (Daerah)

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah - Pemerintah Daerah mempunyai hak

atas penerimaan pajak pusat sbb :

o Penerimaan jenis pajak tertentu, dibagi hasilkan kepada daerah vaitu :

- PPh. Orang Pribadi ) 20% dibagi hasilkan kpd Daerah dg

- PPh. Karyawan; ) rincian > 60% kab/kota, 40% provinsi

- Pajak Bumi dan Bangunan -> 100% dibagi hasilkan kpd Daerah
o Demikan pula penerimaan negara yang didominasi dari penerimaan Perpaiakan

berdasarkan UU Perimbangan Keuangan di berikan kepada Daerah, meliputi :

- DAU (Dana Alokasi Umum); - Dana OTSUS (Dana Otonomi Khusus)

- DAK (Dana Alokasi Khusus); - Dana Keistimewaan Daerah; dan

Dana Desa.



DESENTRALISASI FISKAL

Desentralisasi Fiskal meliputi :

* Dana Bagi Hasil (DBH)

= Dana Alokasi Khusus (DAK);

= Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Keistimewaan;
» |nsentif Fiskal

= Dana Desa



TRANSFER KE DAERAH

Transfer Ke Daerah TA 2019 -2024
(Triliun Rupiah)

REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI UU APBN UU APBN
2019 2020 2021 2022 2023 2024

812,97 762,54 785,70 816,23 814,72 857,59



PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH TA 2023

PENYALURAN TKD PER 31 JULI 2023, LEBIH TINGGI DIBANDING TA 2022 (YOY) 2023+
Realisasi TKD dan Persentase terhadap Alokasi

--------------------------------------------------------------------- 2022+

: Rp440,9 T (54,1%) i

: Rp413,6 T (51,4%) !
a1% DA?“‘"‘ 25%
23% 7,7% 24%
42% DAK N:Fisik 72%
0% 25,0% 58%
58% Insentif Fiskal 25%
1% -4,3% 30%

* DBH lebih tinggi terutama dari naiknya pagu DBH khususnya jenis e« Otsus dan Insentif Fiskal lebih rendah karena daerah belum
CHT, Minerba, dan Migas TA 2023. menyampaikan syarat salur.
* DAK Nonfisik lebih t.inggi terutama disebabkan karena peningkatan s  secara nominal, DAK Fisik lebih rendah karena pagu lebih rendah dari
kepatuhan penyampaian syarat salur. tahun sebelumnya. Namun, secara persentase penyaluran mengalami
* DAU lebih rendah terutama karena pemda sedang menyiapkan syarat peningkatan.
salur DAU spesifik tahap 2 dari 3 tahap penyaluran. * Dana Desa sedikit lebih rendah karena perubahan
kebijakan pengalokasian (dibagi 2 tahap).

Sumber: Kementerian keuangan RI




A AAA A AAAAAAAAAAAAAAAAAA A AANAAAS

Pemerintah agar mengedepankan aspek keadilan bagi daerah penghasil karena kebijakan Dana Baai
Hasil (DBH) belum menunjukkan keberpihakan Pemerintah pusat terhadap daerah sebagaimana

ALY

tuiuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

AAAAAAAANN, —

Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yaitu mewuiudkan harmonisasi belania pusat dan daerah.

serta memastikan bahwa anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan keistemewaan dapat
meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), mengingat bahwa berdasarkan PMK No. 84 Tahun 2023

Provinsi Papua lainnya memiliki rasio KFD sedang, sementara KFD Provinsi Aceh masih dalam
kategori Sangat Rendah dan KFD Provinsi DIY dalam kategori rendah.



